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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan masalah yang telah dipaparkan 

pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan : 

Peran Notaris yaitu membuat akta jaminan fidusia kemudian mendaftarkan 

akta jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Selanjutnya peran 

Kantor Pendaftaran Fidusia yaitu menerima permohonan pendaftaran 

jaminan fidusia, mencatat ke dalam buku daftar fidusia dan menerbitkan 

sertifikat jaminan fidusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 Tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris sudah menggambarkan adanya jaminan kepastian dan 

ketaatan hukum, meskipun di dalamnya masih terdapat kelemahan-

kelemahan yaitu bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

Tentang Jaminan Fidusia tidak diatur secara jelas mengenai jangka waktu 

pendaftaran jaminan fidusia, selain itu juga tidak diatur secara jelas akibat 

hukumnya jika tidak dilakukan pendaftaran terhadap objek jaminan 

fidusia.  
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran 

yang diberikan adalah:  

1. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha 

mengenai Jaminan Fidusia khususnya arti penting melakukan 

pendaftaran Jaminan Fidusia. Hal ini sangat penting agar terciptanya 

kepastian dan ketaatan hukum.  

2. Pemerintah perlu melakukan pengkajian ulang terhadap Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo. Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.  

3. Kreditor penerima Fidusia lebih memperhatikan ketentuan dalam 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, 

khususnya untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia.  

4. Notaris diharapkan lebih aktif dalam memberikan nasihat serta saran 

maupun informasi kepada para pelaku usaha untuk lebih sadar akan 

hukum dan memahami aturan di dalam Undang-Undang. 
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